
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1420, 2018 KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Pemeriksa 

Keimigrasian. Pencabutan. Pencabutan. 

 

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 48 TAHUN 2018 

TENTANG  

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional 

Pemeriksa Keimigrasian dan Angka Kreditnya sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan jabatan fungsional sehingga 

perlu diganti;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5216); 

www.peraturan.go.id



2018, No.1420 -2- 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

121,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5258); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);  

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 235); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN 

FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan 

manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian adalah 

jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung 

jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan 

pemeriksaan keimigrasian. 

7. Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang 

selanjutnya disebut Pemeriksa Keimigrasian adalah PNS 

yang diberi tugas, tanggung jawab dan  wewenang untuk 

melaksanakan pekerjaan pemeriksaan keimigrasian.   

8. Pemeriksaan Keimigrasian adalah kegiatan pelayanan 

keimigrasian dalam mengatur lalu lintas orang yang 

www.peraturan.go.id



2018, No.1420 -4- 

masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta 

pengawasannya yang meliputi pemeriksaan dokumen 

keimigrasian, intelijen dan penindakan keimigrasian, 

pengendalian rumah detensi imigrasi dan pengelolaan 

informasi keimigrasian. 

9. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang 

menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, 

kota, atau kecamatan. 

10. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan 

pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan 

keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan 

fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. 

11. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat 

TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, 

bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai 

tempat masuk dan ke luar wilayah Indonesia. 

12. Dokumen Keimigrasian adalah dokumen perjalanan 

Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan 

oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. 

13. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang 

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu 

negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi 

internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar 

negara yang memuat identitas pemegangnya. 

14. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis 

yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat 

penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai 

tindakan administratif. 

15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang 

harus dicapai oleh Pemeriksa Keimigrasian untuk 

pembinaan karier yang bersangkutan. 

16. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa 

Keimigrasian yang selanjutnya disebut Tim Penilai, 

adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat 

yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi 

kerja Pemeriksa Keimigrasian. 
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17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok 

pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang 

disusun oleh Pemeriksa Keimigrasian baik perorangan 

atau kelompok di bidang Pemeriksaan Keimigrasian. 

18. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pemeriksa 

Keimigrasian yang bertugas mengatur dan menetapkan 

prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pemeriksa 

Keimigrasian. 

19. Penghargaan/Tanda Jasa adalah penghargaan berupa 

Satyalancana Karya Satya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan 

20. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang PNS. 

21. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang 

harus dicapai oleh Pemeriksa Keimigrasian untuk 

pembinaan karier yang bersangkutan. 

22. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka 

Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pemeriksa 

Keimigrasian sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat 

dan/atau jabatan. 

23. Tim   Penilai   Kinerja   Jabatan   Fungsional   Pemeriksa 

Keimigrasian yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah 

tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil 

kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan 

membantu menilai kinerja Pemeriksa Keimigrasian. 

24. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Hukum. 
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